
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2025

PERBUP TEBO NO. 51, BD KABUPATEN TEBO 2025/NO.51 , 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA BADAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN.TEBO TA 2025.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa

rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan; bahwa telah

ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 27

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun

Anggaran 2025.



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor

59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024- 2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 3

Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025, yang meliputi sistematika

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang terdiri atas

Pendahuluan; Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Tahun Lalu

Dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2025; Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja

Sekretariat Daerah; serta Penutup, di mana penjabaran Rencana Kerja Perangkat

Daerah tersebut tercantum dalam naskah Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2025.

Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024.

Batang Tubuh: 7 Halaman


